
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 
Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, 
perlu menetapkan Peraturan Walikota Jambi tentang Rencana 
Strategis Perangkat Daerah Kota Jambi Tahun 2024-2026; 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi 
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1956 Nomor 20); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4 7 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2286); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 · 
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4 700); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor472~; · · 

6. Undang-Undang Republik · Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, · Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
WALIKOTA JAMBI, 

RENCANASTRATEGISPERANGKATDAERAH 
KOTA JAMBI TAHUN 2024-2026 

TENTANG 

PERATURAN WALIKOTA JAMBI 
NOMOR \.c.. TAHUN 2023 

WALIKOTA JAMBI 
PROVINS! JAMBI 

Mengingat 

Menimbang 

WALIKOTA JAMBI 



diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata 
Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Nasional Rencana Tata Ruang Wilayah 
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4833) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Rencana Tata 
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 
77); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 
Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Ten tang Laporan 
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 6323); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 
6402); 

13. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program 
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341); 

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 
2019 Nomor 1447); 



Pasal 1 

Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Jambi. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan 
rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

3. Walikota adalah Walikota Jambi. 
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi. 
5. Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah 

Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana 
Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jambi Tahun 2024-2026. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS 
PERANGKAT DAERAH KOTA JAMB! TAHUN 2024-2026. 

MEMUTUSKAN : 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
288); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

19. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 6 
Nomor 2009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi 
Nomor 6); 

20. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota 
Jambi Tahun 2005 - 2025 {Lembaran Daerah Kota Jambi 
Tahun 2009 Nomor 13); 

21. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 tahun 2013 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013 - 2033; 

22. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah {Lembaran 
Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14); 

23. Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2023 tentang 
Rencana Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2024-2026 
(Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2023 Nomor 11). 



Pasal 3 
Tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 
yaitu: 
a. Mewujudkan perencanaan teknis Perangkat Daerah pada 

Tahun 2024-2026; 
b. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas 

pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi 
maupun tingkatan pemerintahan; dan 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasa12 
Maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 
yaitu sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana 
Kerja dan penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan. 

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi yang 
selanjutnya disebut RKPD Kota Jambi adalah dokumen 
perencanaan Pembangunan tahunan daerah. 

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya 
disebut Renstra Perangkat Daerah untuk periode 2024-2026. 

8. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada 
Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala 
Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di 
daerah. 

9. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan yang berada dibawah 
dan bertanggung jawab kepada Gubemur/Bupati/Walikota 
melalui Sekretaris Daerah. 

10. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat 
dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen 
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. 

11. Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus 
diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan 
pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi 
daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, 
mendesak berjangka panjang dan menentukan tujuan 
penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan 
datang. 

12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil Oleh 
Pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. 

13. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu 
program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 

14. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu 
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah 
atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah 
daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan 
daerah. 

15. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif 
atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, 
manfaat dan atau dampak yang menggambarkan tingkat 
capaian kinerja suatu program atau kegiatan. 
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ditetapkan di Jambi 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kota Jambi. 

Pasal 5 
Peraturan W alikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Sistematika Renstra 
Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini. 

d. BAB IV Tujuan dan Sasaran 
e. BABV Strategi dan Arah Kebijakan; 
f. BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta 

Pendanaan; 
g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan 
h. BAB VIII Penutup 

Pendahuluan 

Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 

Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat 
Daerah 

a. BAB I 
b. BAB II 
c. BAB III 

Pasal 4 
( 1) Sistematika RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

meliputi: 

BAB II 
SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKA T DAERAH 

c. Penjabaran dari RPD Tahun 2024-2026 berdasarkan tugas 
dan fungsi Perangkat Daerah. 


